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PENOAlfULliAN 

Kornponen perddilan yang cukup urgen adnlah Kcpolisian. K�jaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga Pcmasy.uukatan. Komponcn aw•1 �ub �1s1cm 1crscbu1 salah 

satunya adalah polisi. Oalam proses pidana. polisi yang bcrpcran scbagai penyidik. 

Oidalam proses pemeriksaan 1crhadap tcrsangka seringkali kita dcngar utau mcmbaca 

bcrita yang berhubungun dengan tindak kckcrasan yang dilakukan polisi dalam 

interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Banluan Hukurn Medan 

bahwa kekerasan yang dilakukun aparat POLRI menduduki peringkat teralas. 

TAP Vl/MPR/2000 mcngatur tentang pcmisahan TNl dan kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyotakan dalam Pasal I: '"Tenlar'J Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan 

fungsinya masing- masing." Hal ini berarti bahwa POLRJ adalah institusi yang 

mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi 

sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi 

kepolisian,merupakan tugas tersendiri bagi POLRJ. 

Hal ini dialarni oleh bangsa Indonesia yang berusaha unruk mengadakan 

pembaharuan hukum secara menyelurub diantaranya hi.Jcwn pidana, baik materiil 

maupun huk'UDl formil serta hukwn pelaksanaan pidana. dimana KUl-IAP dibuat 

sebagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat 

dan martabat manusia dalam proses pidana. 
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Dalam praktckn)3 undang-undang yang s.:m<!!ilin)a mcn1,w1ur hagaim:ma l..crja 

para hamba dan pengabdi hukum itu (Polisi, Jaksa. 1 lakim) bclum scpcnuhnya 

dijadikan prosedur standar, m3sih saju ada pcnyidik yang mema'-sa tcrsangka agar 

mau mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya sekalipun ludulmn itu tidak 

benar bahkan sampai lersangka harus Iuka, cacat dan kadung ada yang mcninggal 

dunia. Padahal seyogyanya pen) idik dalarn melalmkan pemcriksaan sebelurn 

persoalan diba"a ke penuntul wnum dan kc pcngadilan hdak dibcnarkan mcmaksa 

tersangka agar mengaku bersalah. Hal ini sering terbukll l>Ctelah pcrsoalan sampai kc 

penuntut urnum, tersangka akan mcncabut kembali pcngakuannya yang pemah 

diucapkan dihadapan pcnyidik yang lertuang dalam Bcrila Acam l'cmcriksaan (BAP) 

dengan alasan dipaksa untuk mcngaku, dan jika tidak mau horus siap mcncrima 

perlakuan kekerasan dari pihak penyidik. 

Dalam Pasal 52 KUHAP jelas mengatur tentang tersangka harus memberikan 

keterangan yang bebas kepada pcnyidik atau hakim. kDalarn pemeriksaan pada tingkat 

penyidikan dan pengadiJan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan 

secara bebas kepada penyidik atau hakim." 

Hak kebebasan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap 

tersangka atau terdakwa yw1g menguntungkan baginya. Dalwn hal ini haruslah 

diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersurnber padafree will 

(kehendak bebas), sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk 

mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan 

i.ili menimbulkan persoalan pembuktian yang dipcrolch secara tidak sah 
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